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PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JI. Kolonel Burlian Talang Kapuk Lahat Telp. 0731-321703 LAHAT
Email : dpmptsp@lahat.go.id / website : www.perizinan.lahatkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT

NOMOR 503/0250/PEND.PAUD/DPMPTSP/X/2022
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Surat permohonan izin operasional satuan Pendidikan TK MANDIRI tanggal 7 Oktober 2022

a. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap pemohon izin
Operasional satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat;

b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan
dengan Surat Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lahat.

1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia

Dini;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasisi Risiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di

Daerah;
. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan
Pendidikan;

6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 40 Tahun 2021 tentang Oktober 2021 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pelimpahan Seluruh Kewenangan Penerbitan
Perizinan dan Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.

Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Nomor : 420/250/PPAUD-PNF/P&K/2022

Tanggal 30 Agustus 2022

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
Memberi Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

w

()]

a. Nama Penanggung Jawab : SUSNI, S.Pd

b. Alamat Penanggung Jawab : JI. Kol. H.Abdul Lani Desa Perangai Kec. Merapi Selatan
Kab. Lahat

c. Nama satuan Pendidikan : TK ” TK MANDIRI “

d. Alamat Satuan Pendidikan 2 JI. Kol. H. Abdul Lani Desa Perangai Kec. Merapi Selatan
Kab. Lahat

e. Nomor Induk Berusaha : 0610220037288

Masa berlaku izin, berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dan mengajukan
permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin
ir.

g:riaal:nh pelaksanakan kegiatan operasional. Penyelenggaraan satuan Pendidikan wajib mentaati
peraturan perundang — undangan yang berlaku. Dan menyampaikan laporan kegiatan usahanya melalui
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Lahat, apabila melanggar
ketentuan yang dimaksud maka Surat Izin ini akan dicabut. . _
Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau Kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
-Pada Janggal : 7 Oktober 2022
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0610220037288

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk

Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha 2 Y: MANDIRI
2, Alamat Kantor LYt 1L Al

Kab. Lahat, Provinsi Sumatera Selatan,
Kode Pos: 31471

go. '!‘lelepnn : 085357228553
mai : i i i
: paudmandirimerapiselatan@gmail.com
3. Status Penanaman Modal : PMDN
4, :(lgge Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia  : Lihat Lampiran
LI)
5. Skala Usaha : Usaha Mikro

: JI. Kol. H. Abdul Lani, Desa/Kelurahan Perangai, Kec. Merapi Selatan,

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses
kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan

laporan pertama Waijib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 6 Oktober 2022

Menteri Investasi/

Dicetak tanggal: 7 Oktober 2022
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